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BAWASLU PROSES TIGA ASN MUNA TERKAIT NETRALITAS DI PILKADA 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: 

https://sultra.antaranews.com/berita/468739/bawaslu-proses-tiga-asn-muna-terkait-netralitas-di-pilkada-2024  

Isi Berita: 
Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Sultra) memproses tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 
Daerah (Pemda) Muna terkait dengan netralitas ASN di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
2024. 
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Muna Mustar saat 
dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa tiga ASN tersebut masing-masing berinisial 
A, S, dan W, yang diduga merupakan ASN aktif di lingkup Pemda Muna, yang diduga terlibat 
dalam politik praktis mengantar salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna saat 
mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
"Tiga oknum ASN tersebut berinisial A, S, dan W," kata Mustar. 
Dia menyebutkan bahwa pihaknya telah memeriksa para pelapor beserta dengan bukti-bukti 
atas dugaan pelanggaran tiga ASN tersebut, dan telah dinyatakan lengkap, baik itu secara 
formil maupun materiil setelah dilakukan pleno. 
"Laporannya diteruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ujarnya. 
Mustar menjelaskan bahwa berdasarkan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, pada 23 Agustus 
2024 lalu. 
Ia mengungkapkan bahwa dalam peraturan terbaru itu, pemerintah telah mencabut peraturan 
yang sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, 
Sistem, dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan 
Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. 
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"Setelah ada Peraturan Presiden itu, dengan ini kasus dugaan keterlibatan tiga ASN itu tidak 
lagi dibawa ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), melainkan ke BKN untuk diproses 
selanjutnya. Nanti di BKN yang memutuskan apakah terbukti atau tidaknya ASN itu 
melanggar," tambah Mustar. 
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2024”, tanggal 6 September 2024. 

2. https://www.borneonews.co.id/berita/368856-bawaslu-proses-tiga-asn-muna-terkait-
netralitas-pilkada-2024 “Bawaslu Proses Tiga ASN Muna Terkait Netralitas Pilkada 2024”, 
tanggal 6 September 2024. 

 
Catatan: 
• Netralitas ASN penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan 

memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa konflik kepentingan selama masa 
kampanye. ASN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan 
kepada masyarakat. 

• Terkait hal diatas diatur pada:  
1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasa 

Minuman Beralkohol, pada:   
a. Pasal 4 pada yang menyatakan bahwa “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara.”; 

b. Pasal 5 menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi menyelenggarakan fungsi: 
1) Huruf b yang menyatakan bahwa “Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, 
kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan 
publik”; 

2) Huruf f yang menyatakan bahwa “pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi.”; 
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